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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1II
REMBANG
NOMOR 9 TAHUN 1930

TENTANG
IJIN USAHA MENYELE~GGARAKAN TEMPAT PENITIPAN
SEPEDA, SEPEDA MOTOR DAN MOB'L

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT [i REMBAMG

Menimbang ! a. bakwa untuk menjamin ketertiban dan kepas-
tian hukum bagi usaha penitipan sepeda, se-
peda metor dan mobil di Kabupaten Caerah
Tingkat Il Rembang, Pemerintah Daerah me-
mendang perlu mengadakan ketentuan menga-
nai pembernian ijin usaha,

b. bahwa dalam rangka usaha eksatensifikasi pen-
dapatan Daerah, dipandang perlu mengatur pe-
laksanzan pemberizn 1jin usaha penitipan se-
pada, sepeda motor dan mobil dalam Pe:atur-
an Daerah.

Mengingat : 1, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Oaerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
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3. Undang-undang Nomeor 12/ Drt Tzhun 1857
tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tinckat
Il Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang
Penyidik Pegawai Nageri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Il Rem—
bang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat il Rembang,

MEMUTUSKAN !

Menetapkan ; PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT 1l REMBANG TENTANG IJIN USAHA
MENYELENGGARAKAN TEMPAT PENITIPAN
SEFEDA MOTOR DAN MOBIL

BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Psraturan Daersh ini, yang dimsksud dengan :
a. Dasrah adalah Kabupaten Daerah Tinckat Il Rembang

b, Pamerintah Da=rah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat Il Rembang.

c, Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat i
Rembang.

d. Tempet penitipan adalah tempat peny'mpansn den pengaman-
an sementars untuk sepeda, sepeda motor dan mobil.

e. Pengusaha __ . __ 5
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e, Pengusaha adalah orang baik sendirl maupun bersama-sama
atau Badan Hukum yang menyelenggaraken usaha penitipan
sepeda, sepeda motor dan mobil yang bersifat komaisiil.

f. ljin adalah ijin usaha untuk menyslenggarakan tempat penitipan
g Kkarcis adalah tanda bukti pembayaran/penitipan

h. Penyidik Pepawai Negeri Sipil adalah ~ejabat Pegawai Nege-
ri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-
undang.

BAB |
PERIJINAK
Pasal 2

(1) Setiap usaha penyelenggarasn tampat penitipan di daerah
yang bersifat komersiil harus mempunysi ijin dar* Bupati Kepa-
la Daerah.

{2) ljin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diterikan un-
tuk waktu ;

a, selama 3 ( tiga ) bulan
b. selama 6 ( enam ) bulan
C. selama 1 ( satu ) tahun

Pasal 3

Syarat-syarat untuk memparoleh ijin :

8. Mencajukan permohonan ijin dengan mengisi formulir yang
telzh disediakan oleh Pemerintah Dasrah.

b. Mempunyai surat bukti diri.

¢. Melampirkan surat persetujuan pemilik tanah/tempat. jika tanah/
tempat iwu bukan miliknya sendiri,
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d. Melampirkan gambar tempat yang dipergunakan sebagai tempat
usaha.

Pasal 4

(1) Bagi pengusaha yang sudah memiliki ijin sebagaimana dimaksud
Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat mempe:baharui
ijinnya dalam waktu 1 (satu ) bulan sebslum ijin yang terda—
hulu habis masa bellakunya,

(2) Apabila tenggang waktu yang telah ditetapkan ayat (1. Pasal
ini tidak dipergunakan, maka berlaku ketentuan sebagaimana
dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peiaturan Daerah ini.

BAB i
BIAYA IJIN DAN TARIP TITIPAN
Fasal 5

(1) S=tiap pemohon ijin dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini
dikenzkan biaya ijin sebagai berikut @

a, kurang dari 3 bulan dibulatkan menjadi 3 bulan, dikenakan
biaya sebesar Rp 1.000.— ( seribu rupiah )

b. lebih dari 3 bulan tetapi kurang dari 6 bulan dibu'atkan
menjadi 6 (enam) bulan, dikenakan biaya sebesar Rp2. 000,-
( dua ribu rupiah },

c. lebih dari 8 (enam) bulan tetapi kurang dari 1 (satu)
tahun, dinu'atkan manjadi 1 (satu) tahun dikenakan biaya
sebasar Rp 4,000.- ( empat ribu rupiah )

(2) Ketentuan dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku juga bagi ke-
tentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini

Pasal, — . 8,
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Pasal 6
(2)
Pengusaha diharuskan mengikuti ketentuan tarip penitipan sebagai
berikut : :

a. Sepada — Rp 100,-
b. Sepsda motor Rp 150,-
c. Mobil _ e o Rp 300,-
BAB vV
PENYEDIAAN KARCIS
Pasal 7

Semua Pengusaha tempat Penitipan di Daersh, wajib membeli
ka'cis pada Pemernntah Daerah dan menggunekannya dengan har-
ga sebagai berikut :

a. tempat penitipan sepeda sebesar 15 [limah belss rupiah j tiap
lembarnya,

b. tempat p:nitipan sepeda motor sebesar Fp 25.- ( dua puluh
lima rupiah ) tiap lembarnya.

¢ tempat Penitipan mobil sebusar Rp 50,- (lima puluh rupiah )
tiap lembainya.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN FENGUSAHA
Pasal 8
Hak dan kewsjiban Pengusaha adalah ;
menerima pembayaran jasa deri permilik kendarzan.
- menyediakan tempat dengan batas-batas yang nysta.

menjamin keamanan bagi kendaraan vang dititipkan.

a 0o o o

memberi ganti rugi atas kehilangan atsu kerusakan sebagian/
seluruhnya yang disebabkan olen kesa.ahan/kelaialan Fengu-
saha kepada Pamiiiknya.

®. m mberikan karcis tanda bukti pem.bayaran/penitipan kepada
Femilik kendaraan,
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BAB VI
SANKSI FIDANA
Pesal 9

Barang sizpa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 2, 6,
7 dan 8 Peraturan Dasrah ini dikenakan ancaman pidana sesuai

dezngan ketantuan Parundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Selzin Pejabat Penyidik Umum yang bertuges menyidik tindak
pidana, penyidiken atas tindak pidana sebagaimara oimaksud dalam
Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik
Pagawai Nageri Sipil di Lingkungan pemerintah Daerah yang
psngangkatannya ditatapkan sesuai dengan Peraturan Perundang—
undangan yang berlaku.

BAB VI

PENUTUP
Pasal 11

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daergh ini
sepenjang mengenai pelaksaneannya akan diatur kemudian oleh

Bupati Kepala Daerah-

Pasal 12

Paraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangcal diundangkan.

Agar 5
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Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinys, memerintahkan
pengundancan Peraturan Daerah ini dengan penempatarnya da-
lam Lembaran Daerah Kabupeaten Daerah Tingkat Il Rembang.

Rembang, 5 Desember 1580

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUFAT! KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il REMBANG
TINGKAT 1| REMBANG
KETUA :
SOEGENG SARWONO Drs WACHID! RIJONO
DISAHKAN !

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT |
JAWA TENGAH

dengan surat Keputusan Nomor : 188.3/150/ 1981
tanggea! 8 Apnl 1291

An. Sekretaris Wilayah / Dzerah
Tingkat | Jawa Tengeh

Kepala Biro Hukum

SARDJITO. SH.
NIP. 500034 573

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat |l Rembang
Nomor 2 Tahun 1991 Seri B No 1
pada tanggal 15 April 1931

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. SOEDIHARTO
Nlr. 500 029 511
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PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKATY Il
REMBANG

NOMQCR S8 TAHUN 1980
TENTANG

IJIN USAHA MENYELENGGARAKAN TEMPAT PENITIPAN
SEPEDA, SEPEDA MOTOR DAN MOBIL

PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum bagi
usaha penitipan s=peda, sepeda motor dan mobi! di Kabupaten
Daerah Tingkat |l Rembang, Pemerintah Daerah memandang
parlu mengadakan ketentuan mengenai pemberisn ijin usaha.

Demikian juga da'am rangka usaha panggalian incom income
Daerah baru khasusnya dalam bidang usaha menyalenggarakan
tempat penitipan sepeda. sspeda motor dan maobil.

Sehubungan dencan hal—hal tersebut diatas, maka perlu di-
tetapkan dengan peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL |

Pasal 1 dan 2 1 cukup jelas.

Pasal 3 huruf a : formulir adalah blangko permohonan yang
harus diisi oleh si pemohon yang dise—
dizkan oleh Pemerintah Daerah Cq Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah
Tingykat 1| Rembang.

hurdf, — 8



haruf b
huruf c¢
huruf d
Pasal 4 s/d 6
Pasal 7
Pasal 8 g/d 12

o -

bukti airi adalsh identitas scorang
Pengusaha yang akan mengajukan ij:n
usaha.

sarat ini hanya diperiukan apabila ta-
nah/tempat yang dipakai sebagai tem-
pat penitipan tersebut bukan milik si
Pargusaha,

cukup jeias.
cukup je'as.

pembelian karcis pada Dinas Pendat-
an Daerah tersebut dilakukan dengan
sistim konsinagsi ( titipan uang ).

cukup jelas,




